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KATA SAMBUTAN 
Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. 


Saya menyambut dengan gembira terbitnya buku “Dagang Pengaruh 
(Trading in Influence) di Indonesia” yang ditulis oleh saudari Brigita P. 
Manohara. Buku ini hadir pada saat yang tepat yakni ketika bangsa Indonesia 
sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Buku 
yang berasal dari tesis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dibuat 
dengan sangat serius dengan penelitian dokumen maupun wawancara dengan 
berbagai sumber yang terpercaya. Saya mengenal dengan baik penulis buku 
ini, khususnya ketika mengikuti perkuliahan magister ilmu hukum dan 
dalam proses penulisan tesis ini. Gaya penulisan buku ini sangat baik dan 
tidak kaku, sehingga enak membacanya. Hal ini tidak mengherankan sebab 
penulis juga seorang jurnalis yang bekerja pada salah satu televisi nasional. 


Permasalahan yang menjadi fokus buku ini adalah tentang perdagangan 
pengaruh (trading in influence). Di dalam United Nations Convention Against 
Corruption (UNCAC) masalah perdagangan pengaruh ini memang menjadi 
salah satu kejahatan korupsi yang harus ditanggulangi. Masalahnya konsep 
perdagangan pengaruh ini belumlah diadopsi menjadi ketentuan pidana dalam 
UU Pemberantasan Tindak Pidana kita saat ini (UU No. 31 Tahun 1999 jo 
UU No. 20 Tahun 2001). UNCAC sendiri hadir pada tahun 2003. 


Meskipun belum menjadi ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, perdagangan pengaruh ini sering dibahas dan bahkan dalam 
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beberapa kasus dianggap sudah terjadi. Sebenarnya yang digunakan adalah 
ketentuan korupsi lainnya yang memang cocok dengan kasus yang terjadi. 
Masih banyak yang belum memahami konsep perdagangan pengaruh ini, 
baik di masyarakat umum maupun di kalangan penegak hukum sendiri. 
Buku ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang perdagangan 
pengaruh. Pada bagian awal para pembaca akan dipaparkan tentang pengertian 
tindak pidana korupsi, kelompok perbuatan dalam tindak pidana korupsi, 
tindak pidana suap, konsep trading in influence, pengertian trading in influence, 
serta pola trading in influence. Dengan mengikuti uraian ini kita mendapat 
pengertian yang mendasar tentang perdagangan pengaruh. 


Buku ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana penerapan konsep Trading 
in Influence di beberapa negara lain, khususnya di Prancis, Belgia, Spanyol, serta 
Hungaria. Dengan uraian ini setidaknya kita mengetahui masalah yang sama 
dalam sistem hukum yang berbeda-beda. Sangat menarik membaca bagaimana 
pengaturan dan penerapan perdagangan pengaruh di negara-negara ini. 


Masalah lain yang ditulis dengan menarik adalah trading in influence dan 
lobbying. Ini menarik dibahas sebab di dalam dunia politik, lobbying dianggap 
suatu hal yang normal atau lumrah. Oleh penulis juga dibahas hubungan 
antara ketentuan tentang penyertaan dengan trading in influence. 


Buku ini tidak hanya membatas segi teori dan konsep saja, tetapi juga 
membahas beberapa kasus menarik yang sering dikaitkan dengan trading in 
influence, benarkah kasus-kasus itu sebenarnya masuk dalam konsepsi trading 
ininfluence? Misalnya, kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi 
Hasan Ishag, kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fatanah, 
kasus korupsi proyek P3SON dengan terdakwa Andi Alfian Mallarangeng, 
kasus suap hakim MK dengan terdakwa Muhtar Ependy, dan kasus-kasus 
lainnya. Semua ini dibahas dengan menarik oleh Saudari Manohara. 


Saya menyampaikan selamat dan sukses kepada Saudari Brigita Manohara 
atas keberhasilannya menulis dan menerbitkan buku ini, semoga buku ini 
dapat diikuti dengan penerbitan buku-buku selanjutnya. 


Depok, Desember 2016 
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KATA SAMBUTAN 
Dr. (HC) Karni Ilyas 


KORUPSI, MASA LALU, SEKARANG, MASA DEPAN 


Lebih dari 100 (seratus) tahun, kita hanya mengenal pasal suap untuk 
menindak para pegawai negeri yang berbuat curang menerima uang atau 
hadiah agar dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan tindakan yang 
berlawanan dengan kewajibannya. Perumusan delik yang sangat sederhana ini 
tentu saja tidak sanggup untuk memerangi kejahatan korupsi yang semakin 
lama semakin kompleks. 


Barulah pada masa rezim Orde Baru, Indonesia berhasil melahirkan UU 
Korupsi yang cukup untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi pada masa itu 
yang dikenal dengan UU No. 3 Tahun 1971. Dalam rumusan UU yang baru, 
pelaku tindak pidana ini bukan hanya pegawai negeri tetapi siapa saja. Delik 
utamanya berbunyi: 


Pasal 1 ayat 1 (a) 


“Barangsiapa dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian 
negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. 
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Pasal 28 


katana dihukum seberat-beratnya penjara seumur hidup atau penjara 
selama 20 tahun.......”. 


Pasal ini awalnya efektif ketika akhirnya mampu menjerat Budi Adji, Yos 
Sutomo, Endang Wijaya, serta sejumlah nama lainnya. Contoh pembuktian 
perbuatan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum adalah ketika pelaku 
memalsukan invoice atau dokumen pabean barang yang masuk dari Luar Negeri. 
Tindakan ini merugikan negara dan perbuatannya dapat dijerat hukum. Tetapi, 
ada beberapa perbuatan yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya 
ketika itu. Seperti misalnya ketika ada proyek pengadaan barang dan jasa atau 
pembangunan suatu infrastruktur atau bangunan, tender dimenangkan suatu 
perusahaan sesuai dengan prosedur namun produk yang diberikan tidak sesuai 
dengan mutu yang telah dituliskan dalam kontrak karena sesungguhnya seluruh 
anggaran telah di 'mark up”. Perilaku ini tentunya merugikan masyarakat dan 
keuangan negara, sayangnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 
karena prosesnya sudah sesuai prosedur, termasuk adanya “pemberian' dari 
pemenang tender kepada instansi penyelenggara tender. Kedua perbuatan 
tersebut tadinya tidak dapat dijerat hukum karena belum ada ketentuan yang 
mengaturnya. Namun seiring dengan berkembangnya masyarakat akibat 
pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ketentuan 
tentang delik korupsi turut terdampak. Indonesia resmi memiliki ketentuan 
baru tentang korupsi pada 16 Agustus 1999 yakni UU No. 31 Tahun 1999 
yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2001. Pada UU ini, 
pembuktian korupsi oleh sebagian besar pihak dinilai lebih mudah karena 
tidak perlu ada perbuatan melawan hukum. Walaupun pada aturan ini belum 
dijumpai adanya pembahasan tentang perdagangan pengaruh atau trading in 
influence secara eksplisit. 


Sebagai salah satu turunan tindak pidana korupsi, trading in influence 
atau perdagangan pengaruh belakangan menjadi buah bibir. Kejahatan ini 
mencuat ketika muncul kasus Luthfi Hasan Ishaag (LHI), kasus Nazaruddin 
dan yang terbaru adalah kasus Irman Gusman. Kasus LHI menjadi menarik 
karena Presiden PKS yang juga anggota DPR RI ini diduga memperdagangkan 
pengaruhnya sebagai ketua partai. 
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Berbicara tentang trading in influence, ketentuan ini lahir ketika PBB 
melaksanakan konvensi melawan korupsi di Meksiko pada 2003. Jenis delik 
korupsi ini juga diulas oleh Council of Europe (CoE) di tahun 2000 dengan judul 
“Trading In Influence and the Illegal Financing of Political Parties”. Hasil konvensi 
kemudian diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006. 


Kasus suap impor daging sapi dengan terpidana LHI yang terjerat karena 
statusnya sebagai Presiden PKS dan anggota DPR menuai pro dan kontra. 
Kasus ini oleh sebagian pihak dinilai sangat dipaksakan karena perdagangan 
pengaruh yang disangkakan pada LHI belum diatur undang-undang. Meski 
sebagian lainnya menyatakan perbuatan LHI sudah memenuhi unsur pada 
undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan pandangan 
tentang “dagang pengaruh' kembali mencuat dalam kasus Irman Gusman 
yang merupakan Ketua DPD RI. Irman akhirnya ditangkap karena diduga 
menerima uang dari seorang pengusaha sebagai ucapan terima kasih atas 
“bantuan' Irman Gusman yang telah menghubungi Kepala Perum Bulog. Meski 
masih harus dibuktikan kebenarannya tetapi fenomena ini kerap dijumpai. 


Konsep trading in influence yang diulas oleh Brigita Manohara mampu 
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai jenis tindak pidana ini. 
Tulisan mengenai konsep trading in influence membuka cakrawala pikir tentang 
jenis baru korupsi yang terus meluas. Pada kesimpulan tulisannya, Brigita 
belum memberikan saran pembentukan aturan baru tentang trading in influence 
padahal sudah semestinya tindakan ini dibuatkan ketentuan tersendiri yang 
lebih spesifik. Dibuatnya aturan khusus tentang trading in influence akan 
memungkinkan jerat hukum bagi pelaku “dagang pengaruh' di negeri ini. 


Hal lain yang juga harus jadi perhatian para pembentuk undang-undang 
dan pemerintah adalah “korupsi kebijakan” (trading in policy). Jenis korupsi ini 
dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan membuat 
kebijakan. Dalam trading in policy, tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan 
tetapi ada pihak tertentu yang mendapat keuntungan sementara rakyat 
menjadi korbannya. Trading in policy dapat kita cermati dalam kebijakan kuota 
impor daging sapi dan impor kacang kedelai. 


O Kata Sambutan ix 
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Pada impor daging sapi, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan 
impor daging sapi. Pembatasan berlaku terhadap jumlah dan negara asal sapi. 
Pemerintah berdalih, dibatasinya jumlah daging sapi yang diimpor bertujuan 
untuk melindungi peternak sapi lokal, tetapi mesti dicatat bahwa kualitas 
daging yang didatangkan dari Australia berbeda dengan daging sapi lokal. Tak 
hanya itu, diberlakukannya kuota impor daging, memberi celah “korupsi' di 
Kementrian Pertanian karena ada “ongkos' bila ingin mendapat jatah kuota 
impor. Perlu diketahui, harga tertinggi daging sapi dari negara asalnya apabila 
ditambah dengan ongkos pengiriman masih berada di kisaran Rp60 ribu per 
kilogram, namun ketidakseimbangan antara kebutuhan dan stok di negeri 
ini, membuat harga daging sapi di pasaran berada di atas Rp100 ribu per 
kilogram. Harga yang diberlakukan di Indonesia merupakan harga daging 
sapi termahal di dunia. Selisih harga inilah yang sangat menguntungkan 
pengimpor daging sapi sehingga banyak pengusaha menghalalkan segala 
cara supaya bisa mendapat kuota impor daging sapi seperti pada kasus suap 
PT Indoguna Utama. Ketentuan pembatasan kuota daging sapi, tentunya 
sama sekali tidak menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi kebijakan 
ini memberikan keuntungan besar bagi pengimpor daging sapi. Di sisi lain, 
akibat kebijakan pembatasan kuota impor ini, rakyat menjadi korban karena 
terpaksa membeli daging sapi dengan harga tinggi. Begitu besarnya pengaruh 
kebijakan terhadap bisnis pihak tertentu, hal ini membuka peluang terjadinya 
trading in policy agar bisa mendapat keuntungan sebesar-besarnya. 


Kebijakan impor daging yang diberlakukan pemerintah selama ini juga 
mewajibkan pengusaha untuk mengimpor daging dari Australia dengan 
alasan kesehatan. Padahal daging sapi dari negara lain seperti India tidak 
kalah baik kualitasnya dari yang ditawarkan Australia. Apabila negara lain 
berani memberikan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama, 
semestinya ini menjadi pertimbangan bagi pemegang kebijakan dengan 
harapan harga daging sapi bisa ditekan. Sekali lagi, ketentuan ini sama 
sekali tidak menimbulkan kerugian negara, tetapi ada beberapa pihak yang 
diuntungkan dari implementasinya. 


Selain impor daging, kebijakan impor kedelai juga menggelitik untuk 
ditelisik lebih jauh. Bagaimana tidak, sebagai negara yang warganya penikmat 
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panganan berbahan kedelai maka sudah menjadi hal lumrah apabila ada 
dukungan dari pemerintah. Sebagai tanaman yang hanya hidup di negara sub 
tropis, negeri ini tidak bisa membudidayakannya sehingga Indonesia mesti 
mengimpor kedelai agar tetap dapat memproduksi tempe, tahu, dan produk 
olahan kedelai lainnya. Lagi-lagi, ada pembatasan kuota impor kacang kedelai 
yang mengakibatkan timpangnya supply and demand sehingga berdampak 
pada tingginya harga kedelai. Tidak jauh berbeda dengan impor daging sapi, 
ada 'pemain' yang mendapat keuntungan besar dari kebijakan ini meskipun 
pada akhirnya, pengusaha tempe dan tahu yang notabene mayoritas adalah 
usaha kecil menengah tercekik dengan melambungnya bahan baku produksi. 
Tentunya, konsumen yakni rakyat Indonesia ikut terdampak dengan naiknya 
harga jual produk olahan kedelai tersebut. 


Trading in Policy banyak terjadi di negara barat dan dimungkinkan jamak" 
di Indonesia. Bahasan mengenai trading in policy bisa dijadikan penelitian 
lanjutan sehingga memberi kontribusi tidak hanya pada proses penegakan 
hukum tetapi juga bagi ilmu hukum khususnya mengenai korupsi. 


Jakarta, Desember 2016 
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KATA PENGANTAR 


Penangkapan Luthfi Hasan Ishaag dalam kasus suap Kuota impor daging 
sapi yang terjadi di tahun 2015 silam begitu menggelitik. Bagaimana tidak, 
kasus yang bermula dari penangkapan Ahmad Fatanah yang dikenal dekat 
dengan mantan Presiden PKS ini justru membawa sang politisi ke pusara 
kasus penuh kontroversi hingga akhirnya menjadi pesakitan. 


Ketika kasus ini bergulir, muncul perdebatan tentang perdagangan 
pengaruh yang dilakukan Luthfi Hasan. Sebuah tindakan yang dianggap 
melanggar hukum namun belum ada pasal dalam Undang-undang 
pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengaturnya padahal tindakan 
perdagangan pengaruh diatur dalam pasal tersendiri dalam UNCAC yang 
telah diratifikasi. 


Penjeratan pelaku dengan pasal penyalahgunaan wewenang sebagai 
Pejabat negara atau pasal mengenai suap yang dijunctokan dengan ketentuan 
mengenai penyertaan selama ini menjadi solusi dalam menjerat tindak 
perdagangan pengaruh yang sebenarnya merupakan tindak pidana tersendiri 
pada UNCAC. Tentu muncul perdebatan mengenai penggunaan beberapa 
pasal seperti Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang dijunctokan dengan ketentuan penyertaan untuk tindak perdagangan 
pengaruh yang sesungguhnya diatur terpisah. 
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Tidak diratifikasinya pasal mengenai perdagangan pengaruh ke dalam 
undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga 
saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pakar hukum 
di negeri ini. Meskipun banyak negara sudah membuat aturan tentang tindak 
pidana ini, namun dari hasil evaluasi yang dilakukan masih terdapat catatan 
dalam hasil ratifikasi berupa undang-undang dan penerapannya. 


Buku ini menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep perdagangan 
pengaruh yang selama ini kerap disebut pada sejumlah kasus korupsi. 
Bagaimana pula penerapan aturan mengenai perdagangan pengaruh di 
beberapa negara Yakni Prancis, Belgia, Spanyol dan Hungaria. Penulis juga 
menelaah korelasi ajaran penyertaan dengan konsep perdagangan pengaruh 
serta menganalisis beberapa kasus yang terindikasi merupakan kasus 
perdagangan pengaruh seperti kasus suap kuota impor daging sapi dengan 
terpidana Luthfi Hasan Ishaag dan Ahmad Fatanah. 


Tentunya penulis berharap, buku yang merupakan hasil penelitian tesis ini 
dapat bermanfaat terutama untuk menjelaskan konsep perdagangan pengaruh 
di Indonesia dan memberikan masukan untuk perkembangan ilmu hukum di 
negeri ini. Hasil penelitian dalam buku ini dapat terus dikembangkan apabila 
ada temuan baru yang bisa memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di 
bidang hukum. Berbagai kekurangan pada penulisannya tentu menjadi koreksi 
penulis dalam kapasitasnya sebagai individu yang memiliki keterbatasan. 
Semoga pembaca bisa mendapat banyak manfaat dari buku ini. 


Jakarta, Desember 2016 


Brigita PP Manohara 
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PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang Masalah 


Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, 
budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji serta ditelaah 
oleh banyak ilmuwan dan filosof.! Mulai Aristoteles hingga Machiavelli 
merumuskan apa yang dikenal dengan korupsi moral (moral corruption?). 
Korupsi belakangan merupakan kejahatan yang begitu menarik perhatian 
banyak negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Korupsi tidak saja akan 
menggerus struktur kenegaraan secara perlahan tetapi juga menghancurkan 
sendi penting dalam negara." Begitu besarnya kerugian yang muncul, 
membuat sejumlah kalangan menyatakan bahwa korupsi masuk dalam 


extra ordinary crime. 


Di Indonesia, korupsi seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak 
bisa disembuhkan. Kita tinggal menunggu matinya sang penderita yakni 


'Albert Hasibuan, Titik Pandang untuk Orde Baru, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1997), hlm. 342-347. 

2Moral corruption dijelaskan sebagai korupsi moral. Dalam tulisan Albert Hasibuan 
dijelaskan sebagai tindakan pembentukan konstitusi yang sudah melenceng sehingga para 
penguasa rezim yang termasuk dalam sistem demokrasi tidak lagi dipimpin oleh hukum 
tetapi mereka hanya berupaya melayani (berusaha menguntungkan) dirinya sendiri. 

3Ibid. 

“Ibid., hlm. 203. 
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Republik Indonesia." Pernyataan ini selaras dengan tulisan Sjahrir? yang 
merujuk data dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) bahwa pada 
tahun 2012 silam skor Indonesia adalah 9,92. Nilai ini berarti Indonesia adalah 
negara paling korup di Asia, karena angka 10 dalam penilaian ini merupakan 
nilai tertinggi untuk negara terkorup.” 


Sementara itu, Indonesia Corruption Watch$ menyadur hasil survei 
Transparency International (TI)? yang menyatakan dalam sepuluh tahun terakhir, 
Indonesia tergolong pada kelompok negara yang tingkat korupsinya tinggi". 
Corruption Perception Index (CPI) menunjukkan bahwa Indonesia sejak tahun 
2001 hingga 2010 skor yang didapat selalu di bawah 3 (tiga) sehingga dapat 
dikelompokkan pada golongan negara yang sangat korup. Pada 2010,!! skor 
CPI Indonesia yakni 2,8 (dua koma delapan), hal ini membuat Indonesia 
berada di posisi 110 dari 178 jumlah negara yang disurvei.” Dari hasil 
ini, apabila dibandingkan dengan tahun 2009 maka belum ada progres 
signifikan pada penanganannya." ICW juga mengutip hasil survei yang 
dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010. Hasil survei 
menunjukkan masyarakat umumnya menilai tingkat korupsi di Indonesia 


#Sjahrir, “Korupsi di Indonesia Kanker Terminal? dalam Surga Para Koruptor, Jakarta: Penerbit 
Buku Kompas, 2004), hlm. 39. 

“Sjahrir, mengutip Pojok Kompas edisi Selasa 12 Maret 2002. 

7Ibid. 

$Tim Peneliti ICW (Agus Sunaryanto Adnan Topan Husodo Emerson Yuntho Lais Abid 
Febri Diansyah Tama S. Langkun), Modul Monitoring Penegakan Hukum, (Jakarta: Indonesia 
Corruption Watch, 2012), hlm. 8-9. 

?Transparency International (TI) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah (Non 
Government Organization) yang didirikan untuk memantau praktik korupsi di seluruh dunia. 
Organisasi ini bermarkas di Berlin, Jerman, dan mempunyai banyak perwakilan di berbagai 
negara. Organisasi ini bekerja sama dengan banyak institusi, baik institusi pemerintah, 
non-pemerintah maupun institusi internasional. Setiap tahun TI mengeluarkan Perception 
Index of Corruption, yang berupa peringkat negara dari sudut pandang praktik korupsi yang 
terjadi di negara itu. Angka indeks tersebut merupakan hasil polling dari beberapa indeks 
persepsi korupsi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak lain. 

10Nilai tertinggi yang digunakan dalam survei yang dilakukan TI berbeda dengan 
survei PERC. Pada survei yang dilakukan PERC, angka 10 menggambarkan nilai tertinggi 
yang artinya merupakan negara terkorup. Namun pada survei TI, skor 10 diberikan kepada 
negara yang terbersih. 

1 Jbid. 

12Tbid. 

3 bid. 


2 Dagang Pengaruh (Trading in Influence) di Indonesia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


masih tinggi dan bahkan sangat tinggi." Dari 1.824 responden di 33 provinsi 
yang disurvei, sebanyak 21,9Yo menyatakan kondisi korupsi Indonesia sangat 
tinggi dan 47,290 lainnya menyatakan tinggi. Hanya 14,6Yo menyatakan 
korupsi di Indonesia masuk kategori sedang dan 4,790 yang menyatakan 
rendah dan hanya 0,490 menyebutkan sangat rendah.' 


Apabila orang menyebut kata korupsi, maka yang dipikirkan hanya 
perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap.'S Hal ini terjadi 
karena tindakan penyuapan sebenarnya sudah terjadi sejak masa lampau. 
Korupsi kekuasaan" di Indonesia sudah terjadi sejak zaman raja-raja dulu, 
zaman VOC atau penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan, 
Orde Lama dan Orde Baru.'8 Korupsi dalam bentuk penyuapan tidak hanya 
terjadi di Indonesia sejak zaman kerajaan, tetapi tindak pidana ini juga terjadi 
di sejumlah negara di dunia sejak dulu. Apabila kita merujuk pada tulisan 
Syed Hussein Alatas, dijelaskan bahwa: 


“Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlain- 
lainan. Seperti gejala kemasyarakatan yang lainnya, korupsi banyak 
ditentukan oleh berbagai faktor. Catatan kuno mengenai masalah ini 
menunjuk pada penyuapan terhadap para hakim, dan tingkah laku para 
pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babylonia, Ibrani, India, Cina, 
Yunani dan Romawi Kuno, korupsi sering kali muncul ke permukaan 
sebagai masalah. Hammurabi dari Babylonia yang naik tahta sekitar 
tahun 1200 SM memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk 
menyelidiki satu perkara penyuapan. Shamash, seorang Raja Assiria 
(sekitar tahun 200 SM) menjatuhkan pidana kepada seorang hakim 


MJbid. 

15Jbid. 

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 6. 

“Korupsi kekuasaan dalam bentuk suap yang dimaksud terjadi sejak masa kerajaan 
hingga pendudukan bangsa asing. Ketika itu terdapat sistem hierarki yang juga menganut 
sistem upeti, di mana dalam sistem ini menuntut pemberian hasil bumi atau uang 
kepada mereka yang berkuasa yakni raja, bupati, atau penguasa lainnya (penjajah). Upeti 
diberikan demi melanggengkan kekuasaannya atas suatu wilayah tertentu. Lihat Boesono 
Sudarso, Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia), hlm. 28. 

'8Artidjo Alkostar, Op.Cit., hlm. 162. 

Syed Hussein Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 1. 
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yang menerima uang suap. Hukum Hammurabi mengancam beberapa 
bentuk korupsi tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan 
hukuman mati”. 


Korupsi berasal dari Bahasa Latin yakni corruptio memiliki arti penyuapan, 


sementara corruptore berarti merusak. Sementara suap atau bribe yang sejak 


lama diidentikan dengan korupsi dalam Black's Law dictionary diartikan 


sebagai berikut:2 


“Any money, goods, right in action, property, thing of value, or any preferement, 
advantage, previlege or emolument, or any promise or undertaking to give any. 
Asked, given. Or accepted, with accorrupt intent to induce or influence action, vote, 
or opinion of person in any public or official capacity. See e.g. Calif Penal Codes 7. 
A gift, not necessarily of pecuniary value, bestowed to influence the conduct of the 
receiver. See also Bribery, Kickback, Solicitation of Bribe”.?! 


Jika merujuk pada Ensiklopedi Indonesia, korupsi diartikan sebagai gejala 


ketika pejabat, badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya 


penyuapan, pemalsuan, serta penyimpangan lainnya.” Beberapa literatur 


mendefinisikan korupsi sebagai:2 


“Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan 
negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi 
(perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri): atau melanggar aturan 
pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”. 


Dalam sejarah kehidupan hukum pidana di Indonesia, istilah korupsi 


pertama kali digunakan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM- 


06/1957, sehingga kemudian korupsi menjadi suatu istilah hukum. Istilah 


2Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, (Minnesota: St. Paul, 1990), hlm. 191. 
2Apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indoensia, maka memiliki 


pengertian: 

“Uang, barang, tindakan, properti, hal nilai, atau preferement, keuntungan, previlege atau 
honor, atau janji atau usaha untuk memberikan, menanyakan, mengingat. Atau diterima, 
dengan niat yang korup untuk melakukan tindakan memengaruhi suara, atau pendapat 
dari orang dalam kapasitas publik atau pejabat (Lihat Calif. Penal Kode 7). Sebuah hadiah, 
belum tentu berupa uang yang diberikan untuk memengaruhi perilaku penerima. Lihat 
juga pengertian dan ketentuan tentang Suap, imbalan jasa, permintaan Suap”. 


2Fva Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2006), 


hlm. 8. 


4 


2Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 31. 
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ini terdapat pada bagian konsideran yang maksudnya adalah perbuatan 
yang merugikan keuangan dan perekonomian negara oleh khalayak ramai.“ 
Bermula dari aturan itu hingga diundangkan menjadi Undang-undang Tindak 
Pidana Korupsi di tahun 2001 (UU No. 20 Tahun 2001), rumusan mengenai 
tindak pidana korupsi terus disempurnakan mengikuti perkembangan bentuk 
tindak pidana itu sendiri. Sementara itu, ketentuan tentang tindak pidana 
korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah dalam beberapa 
pasal pada tiga bab, yaitu:? 


1. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada 
Pasal 209 dan Pasal 210. 


2. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan 388. 


3. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni pada Pasal 415, 416, 417, 
418, 419, 420, 423, 425, dan 435. 


Seluruh rumusan ini dapat dikelompokkan menjadi empat golongan 
tindak pidana (delik), yakni:? 
Kelompok tindak pidana penyuapan, 
Kelompok tindak pidana penggelapan, 


Kelompok tindak pidana kerakusan (knevelarij atau extortion): 


3 0 0 


Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir 
dan rekanan. 


Norma utama yang dijadikan acuan dan diratifikasi banyak negara di 
dunia mengenai korupsi dikeluarkan oleh United Nations Convention Against 
Corruption (UNCAC). Konvensi ini menjelaskan sejumlah bentuk tindakan 
yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Kesebelas tindakan yang merupakan 
korupsi adalah:? 


“4Elwi Danil, Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, cetakan kedua, 2012), hlm. 5. 

25Ibid., hlm. 26. 

26Jbid. 

?Defining Corruption, http://track.unodc.org/IBA, diakses pada Rabu, 16 September 
2015 pukul 14.00 WIB. 
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